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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh Penulis pada bab-bab 

sebelumnya mengenai “Tinjauan terhadap Base Erosion and Profit Shifting dalam 

Kaitannya dengan Pajak Penghasilan”, maka Penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Praktik BEPS merupakan praktik penghindaran pajak dilakukan oleh PMN 

yang harus dicegah dan ditanggulangi. Penyebab utama terjadinya praktik 

BEPS berkaitan dengan analisis pada pasal 4 dan pasal 18 UU PPh karena 

tidak didefinisikan dan diatur secara tegas terkait praktik BEPS. Ditambah 

lagi dengan adanya syarat tertentu untuk dapat disebut sebagai subjek pajak 

yang dikenai pajak di Indonesia (Pasal 2 UU PPh), meskipun objek 

penghasilannya diperoleh di Indonesia tetap belum dapat dikenai pajak di 

Indonesia karena belum dapat disebut sebagai Wajib Pajak (entitas yang 

memiliki hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia) menimbulkan celah 

bagi PMN untuk memanfaatkannya. 

2. Menyelesaikan masalah akibat dari BEPS penting untuk segera dilakukan 

dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keuangan. Penanggulangan 

praktik BEPS dilakukan dari yang terkecil, yakni seperti yang sedang gencar 

dilakukan oleh DJP dengan adanya edukasi tentang Pajak sedini mungkin. 

Mengedukasi masyarakat mengenai Pajak sedini mungkin diharapkan agar 

kedepannya masyarakat senantiasa taat membayar pajak dan dapat merasakan 

manfaat dari pajak itu sendiri. 

3. Regulator perpajakan di Indonesia harus terlibat aktif bekerjasama dengan 

Negara lain karena masalah BEPS ini hanya dapat diselesaikan secara efektif 

dengan keterlibatan seluruh negara serta memperkuat basis data yang dimiliki 

oleh DJP. Ditambah lagi dengan kemajuan di berbagai bidang yang membuat 

permasalahan semakin kompleks, hal ini perlu untuk diatasi secepatnya. 
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Kerjasama internasional dalam mengatasi BEPS harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan dan menghormati kedaulatan negara sehingga tercipta 

sebuah kesepakatan perpajakan internasional yang adil dan juga tetap 

menjaga iklim investasi, kinerja PMN serta pertumbuhan ekonomi negara. 

Keterlibatan aktif dari banyak negara, diharapkan penerapan proyek BEPS 

akan menjadi semakin mudah, cepat dan efektif untuk mencapai sistem 

perpajakan yang lebih baik dan adil. Pentingnya komitmen perpajakan 

internasional guna mengatasi penghindaran pajak dengan praktek profit 

shifting dengan harapan tidak ada lagi celah yang dapat dilakukan oleh PMN 

untuk melakukan praktek penghindaran pajak. 

 

B. Saran 

1. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperbaiki aturan-aturan yang 

dirasa lemah seperti pasal 2 UU PPh yang seharusnya dapat mengatur tentang 

segala sesuatu penghasilan yang didapatkan dari Indonesia harus dikenakan 

pajak, sehingga mengurangi celah bagi PMN untuk memanfaatkannya dengan 

tujuan penghindaran pajak, hal ini bertujuan agar peraturan dalam hal ini UU 

PPh diharapkan dapat berperan dalam mencegah dan mengatasi praktik BEPS 

sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam bidang perpajakan. 

2. Kementerian Keuangan, DJP serta instansi lain yang terkait diharapkan untuk 

membangun sistem terhadap basis data yang dimiliki PMN terkait 

penghasilannya agar lebih transparan, sehingga DJP dapat mengakses basis 

data tersebut dengan lebih mudah dan pengawasan yang dilakukan DJP dapat 

terlaksana dengan maksimal. 

3. Perlunya kerja sama dengan Negara lain baik bilateral maupun multilateral 

untuk mencegah terjadinya praktik BEPS di tingkat Internasional agar lebih 

efektif seperti OECD dan PBB yang membuat model peraturan terkait BEPS, 

dan perjanjian pajak berganda antar Negara dengan tetap menghormati hak 

dan kedaulatan masing-masing Negara, dengan dilakukan bersama-sama 

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terkait praktik BEPS ini. 
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